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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas telah diatur
dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Noraor 13
Tahun 2011, akan tetapi pada kenyataannya besaran sewa
rumah dimaksud masi belum dapat menjangkau untuk rumah
yang refresentatif bagi v iggota DPRD;

b. bahwa rumah yang dipcrgunakan bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas
adalah rumah yang refresentatif, patut, wajar dan layak yang
memiliki tempat penemuan, kamar ekstra tempat tamu
menginap yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan
perabotan rumah t ^ngga yang memadai dalam rangka
mendukung tugas-tug >Dewan;

c. bahwa berdasarkan p. rtimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b diatas, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi
Rawas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Rawas;

Mengingat :1. Undang-Undang Norn- 28 Tahun 1959 Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara
RI Tahun 1959 No: lor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 1821); J ,

2 Undang-Undang Noi, r 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Ne,j»ra RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara RI N(> i •••• or 4355);

3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan
Pengelolaan dan Tan&gungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2(K><'* Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomo/ 32 tahun 2004 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran .ej, ara RI Nomor 4437) sebagaimana celah
diubah dengan Und; if Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Pciaturar- 'emerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 entang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 20 •<•* tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Un.baran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran !>Ji gara RI Nomor 5657);



5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5568);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, (Lembaran Negara RI
Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI 140 Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Ta1 in 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri D. m Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teniang
Pedoman Pengelolo ;>. i Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengeml alian Tunjangan Konunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun
2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Rawas Nomor 1 Tiihun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun
2010 tentang Tata car i Pembentukan Produk Hukum Da.erah
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor
12);

13. Peraturan Dewan ' rwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Rawas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyu. Daei h Kabupaten Musi Rawas (Berita
Daerah Kabupaten. Mud h vvas Tahun 2014 Nomor 115);

i IUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor
13 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011
Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dapat disediakan
masing-masing 1 (satu) unit rumah dinas beserta
peralatannya.

(2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan
rumah jabatan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan
diberikan tunjangan perumahan.

(3) Memberikan tunjan ,an perumahan sebagaimana dimaksud
ayat (2) harus m<-npcrhatikan asas kepatuhan, kewajaran
dan rasionalitas serta standar harga sewa rumah yang
berlaku di lokasi: au dilingkungannya masing-masing.

(4)Pemberian tunjan-, u perumahan sebagaimana dimaksud
ayat (3) diberikan da lam bentuk uang yang dibayarkan seuap
bulan dengan besaran sebagai berikut:
a. Ketua DPRD r^ebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta

lima ratus ribu rupiah);

b. Wakil Ketun DPRP sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas
juta rupiah);

c. Anggota seb ar Rp ,3.000.000,-(tiga belas juta rupiah',

2. Ketentuan Pasal 3 >liubah dengan menambahkan 1 'satu)
ayat baru, sehm ga Pi sal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pa> J 3

(l)r»:*va tunjangan peruir ;an sebagaimana dimaksud dalam
A 2 ayat (4) dibeb-.^kan kepada Anggaran Pendapatan
i Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas pada Biaya
ministrasi Umun S kretariat Dewan Perwakilan Rakyat

ijucrah Kabupaten Mw :awas.

(2) Besaran Biaya tu< iangan perumahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ° ayat (4) dibayarkan sejak tanggal 2 Januari
2015.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 April 2015
SEKRETARIS DAukam

KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 14

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETAR^ilSAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

^j^EPALA BAGIAN HUKUM

^itljR 19%0623 199202 1003

[StNi SH. MH
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